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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER 

DAYA MINERAL NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN SUMBER 

ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pengembangan energi 

terbarukan untuk kepentingan ketenagalistrikan, perlu 

menata kembali ketentuan mengenai mekanisme 

pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang 

memanfaatkan sumber energi terbarukan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan 

Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga 

Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 

tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk 

Penyediaan Tenaga Listrik; 

b. bahwa untuk meningkatkan nilai keekonomian dari hasil 

pembangunan pembangkit tenaga listrik yang 

memanfaatkan sumber energi terbarukan yang sebagian 
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atau seluruhnya dibangun oleh pemerintah selain yang 

dibangun berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru 

dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru 

dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi, 

termasuk yang berasal dari pembiayaan hibah, perlu 

diatur mengenai mekanisme pembelian tenaga listrik dan 

harga pembelian tenaga listriknya;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang 

Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk 

Penyediaan Tenaga Listrik;  

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4746); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5052); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas 

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5585); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang 

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik 

Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 34); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5530); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5609); 

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 

9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 27); 
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10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber 

Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 

tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk 

Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1608); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 50 

TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN SUMBER ENERGI 

TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang 

Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan 

Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang 

Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan 

Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1608) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 4 diubah, 

diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, 

yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan ditambah 2 

(dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 4 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang 

memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

dilakukan oleh PT PLN (Persero) melalui mekanisme 

pemilihan langsung. 

(1a) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan melalui 

penunjukan langsung dalam hal: 

a. sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi 

krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik;  

b. pembelian kelebihan tenaga listrik (excess 

power), termasuk pembelian tenaga listrik 

melalui kerja sama pemegang wilayah usaha 

penyediaan tenaga listrik;  

c. penambahan kapasitas pembangkitan pada 

pusat pembangkit tenaga listrik yang telah 

beroperasi di lokasi yang sama; atau 

d. pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga 

listrik yang menggunakan energi terbarukan 

dalam hal terdapat 1 (satu) calon penyedia 

tenaga listrik. 

(1b) Proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) termasuk proses kualifikasi, 

pemasukan dan evaluasi penawaran, dan 

penandatanganan PJBL diselesaikan dalam jangka 

waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari 

kalender. 

(1c) Proses penunjukan langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1a) termasuk proses 

kualifikasi, pemasukan dan evaluasi penawaran, 
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